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a.

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 2 ayat (5)
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas pada
Badan Layanan Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, perlu
dibentuk Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
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Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewan Pengawas pada
Badan Layanan Umum Daerah H. Badaruddin Kasim(Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 72);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah
H. Badaruddin Kasim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD);

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan
BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian
untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:

1. Rencana Bisnis Anggaran (RBA} yang diusulkan oleh
Pejabat Pengelola;

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan
BLUD; dan

3. kinerja BLUD.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diberikan Remunerasi dalam bentuk Honorarium berupa uang
sebagai imbalan yang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
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KEEMPAT . Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA ditetapkan sebagai berikut:

a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar
40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin
BLUD; dan

b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar
36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan
pemimpin BLUD.

KELIMA : Masa Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dimaksud
dalam Diktum KETIGA ditetapkan 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling
tinggi 60 (enam puluh) tahun.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana
Bisnis Anggaran Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Tabalong Nomor 188.45/564/2020 tentang Pembentukan Dewan
Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2024
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/564 /2020 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H.
Badaruddin Kasim yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Januari
2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal / @A”ler 24
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Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
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SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM
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